
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.337, 2018 KEMENPAN-RB. Jabatan Fungsional. Pranata 

Informasi Diplomatik.  
 

 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 14 TAHUN 2018 

TENTANG 

JABATAN FUNGSIONAL PRANATA INFORMASI DIPLOMATIK 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan profesionalisme  Pegawai 

Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas di bidang 

pengelolaan informasi diplomatik dan pengolahan data 

digital diplomatik pada Kementerian Luar Negeri dan 

Perwakilan Republik Indonesia serta untuk 

meningkatkan kinerja organisasi, perlu ditetapkan 

Jabatan Fungsional Pranata Informasi Diplomatik; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia tentang Jabatan Fungsional 

Pranata Informasi Diplomatik; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang 

Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan 

Diplomatik beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal 

Memperoleh Kewarganegaraan (Vienna Convention on 

Diplomatic Relations and Optional Protocol to the Vienna 
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Convention on Diplomatic Relations concerning Acquisition 

of Nationality, 1961) dan Pengesahan Konvensi Wina 

mengenai Hubungan Konsuler beserta Protokol 

Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan 

(Vienna Convention on Consular Relations and Optional 

Protocol to the Vienna Convention on Consular Relations 

concerning Acquisition of Nationality, 1963) (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3211); 

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1982 tentang 

Pengesahan Konvensi mengenai Misi Khusus (Convention 

on Special Missions, New York, 1969) (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 3, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 3212); 

3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang 

Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3882); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang 

Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5258); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 
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8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 89); 

9. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 100); 

10. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang 

Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas 

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang 

Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 235); 

11. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang 

Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri; 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR 

NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK 

INDONESIA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PRANATA 

INFORMASI DIPLOMATIK. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:  

1.  Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN 

adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai 

pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada 

instansi pemerintah. 

2.  Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS 

adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat 

tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh 
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pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan 

pemerintahan. 

3.  Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah 

sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas 

berkaitan dengan pelayanan fungsional yang 

berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 

4.  Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki 

JF pada instansi pemerintah. 

5.  Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB 

adalah pejabat yang mempunyai kewenangan 

melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan 

pemberhentian pegawai ASN sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  

6.  Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat 

PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan 

menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan 

pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan manajemen 

ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

7. Jabatan Fungsional Pranata Informasi Diplomatik yang 

selanjutnya disingkat JF PID adalah jabatan yang 

mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan 

wewenang untuk mengelola informasi diplomatik, 

mengolah data digital diplomatik serta monitoring dan 

evaluasi pengelolaan informasi diplomatik di Kementerian 

Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia untuk 

mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler. 

8. Pejabat Fungsional Pranata Informasi Diplomatik yang 

selanjutnya disebut PID adalah PNS yang diberikan 

tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk mengelola 

informasi diplomatik, mengolah data digital diplomatik 

serta monitoring dan evaluasi pengelolaan informasi 

diplomatik di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan 

Republik Indonesia untuk mendukung kegiatan 

diplomatik dan konsuler. 
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9. Data Digital Diplomatik adalah data yang bersifat 

terstruktur dan tidak terstruktur yang akan diolah untuk 

menghasilkan informasi diplomatik. 

10. Informasi Diplomatik adalah informasi digital yang 

dihasilkan dari proses identifikasi, pengolahan, dan  

analisis  data  untuk  mendukung  kegiatan  diplomasi 

Kementerian   Luar   Negeri   dan   Perwakilan   Republik 

Indonesia. 

11. Perwakilan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut 

Perwakilan adalah perwakilan diplomatik dan perwakilan 

konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili 

dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan 

pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di 

negara penerima atau pada Organisasi Internasional. 

12. Negara Penerima adalah negara tempat kedudukan 

Perwakilan. 

13. Organisasi Internasional adalah organisasi antar 

pemerintah. 

14. Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pranata Informasi 

Diplomatik yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah 

tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh PyB dan bertugas 

untuk menilai kinerja PID. 

15.  Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP 

adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh 

seorang PNS. 

16.  Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan 

dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang 

harus dicapai oleh PID untuk pembinaan karier yang 

bersangkutan. 

17.  Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka 

Kredit minimal yang harus dicapai oleh PID sebagai salah 

satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan. 

18. Standar Kompetensi adalah standar kemampuan yang 

disyaratkan untuk dapat melakukan pekerjaan tertentu 

dalam bidang pengelolaan informasi diplomatik dan 

pengolahan data digital diplomatik yang menyangkut 

aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, 
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